GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN MONITORING PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi dan akuntabilitas

pelaksanaan kegiatan pembangunan agar berjalan efektif dan

tepat sasaran, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan

Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Monitoring

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan.

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 19359 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




KEDUA

Tim Pengawasan dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada

Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a.
kegiatan pembangu
Sumatera Selatan;

melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan

nan di lingkungan Pemerintah Provinsi

melaksanakan rapat koordinasi terhadap pencapaian target

penyerapan anggaran dan fisik kegiatan pada masing-masing

perangkat daerah;
melakukan

pembinaan dan asistensi terhadap realisasi

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai rencana

dan target; dan
melaporkan hasil
Sumatera Selatan.

KETIGA Segala biaya yang

pelaksanaan tugas kepada Gubernur

timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada masing-masing

Dokumen Pelaksanaan

KEEMPAT

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) Provinsi Su

matera Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki

kembali
ternyata terdapat kekeli

sebagaimana

Tembusan :
1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan di
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Pg

mestinya apabila di kemudian hari

ruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal © Pebruari. . 2020
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